
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Penegakan Hukum  

Soerjono Soekanto (1983:2) menyatakan bahwa penegakan hukum adalah: 

Kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam 

kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan yang menetap dan 

mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap 

akhir untuk menciptakan (sebagai social enginering) memelihara dan 

mempertahankan (sebagai social control) kedamaian pergaulan hidup. 

 

Dimana manusia dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-

pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-

pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, 

misalnya ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai 

kepentingan umum dengan kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan 

nilai inovatisme, dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai 

tersebut perlu diserasikan, misalnya perlu penyerasian antara nilai kettertiban 

dengan nilai ketentraman. Sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterkaitan, 

sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. 

Sebagai suatu proses, penegakan hukum tidak terlepas dari adanya gangguan. 

Soerjono Soekanto (1993:4) menyatakan  bahwa: 
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Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada 

ketidak serasian antara “tritunggal”, yaitu nilai, kaidah, dan pola prilaku. 

Gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidak serasian antara nilai-nilai 

yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang 

bersimpang siur, dan pola prilaku tidak terarah yang mengganggu 

kedamaian pergaulan hidup. 

 

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum akan berjalan dengan 

baik bila ada keserasian antara nilai, kaidah, dan pola prilaku dalam masyarakat. 

Tanpa adanya keserasian itu, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan 

baik seperti yang diharapkan. Seorang sosiolog hukum, Lawrence M. Friedman 

dalam bukunya American Law An Introduction Second Edition (2001:8-10) yang 

di terjemahkan oleh penerbit Tatanusa Jakarta menyatakan bahwa hukum dalam 

mekanismenya atau dalam penegakan hukum adalah sebagai suatu sistem yang 

tidak terpisahkan satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi serta 

menggambarkan satu kesatuan dalam mencapai tujuannya atau sasarannya. 

Hukum sebagai suatu sistem terdiri dari tiga sub sistem, yaitu: 

1. Sub sistem nilai atau substansi yang merupakan sistem nilai atau norma 

baik bebentuk tertulis (peraturan perundang-undangan) atau dalam bentuk 

tidak tertulis (kebiasaan). 

2. Sub sistem legal actor atau sub sistem legal structur, dapat berupa 

lembaga-lembaga atau berupa aparat hukum yang bertugas dan berperan 

dalam mengimplementasikan atau mengaktualisasikan substansi hukum 

dari sifat-sifatnya yang abstrak menjadi hukum yang bersifat konkret. 

3. Subsistem legal culture (budaya hukum), yaitu berupa perasaan hukum, 

opini hukum, pendapat hukum, atâu kesadaran hukum dari masyarakat, 

yang memberikan pcngaruh terhadap keberlakuan substansi hukum 

maupun terhadap aparat hukum. 

 

Sehubungan dengan sistem legal culture (budaya hukum), pada umumnya di 

negara-negara yang sedang berkembang terutama di negara maju seperti Amerika 

Serikat berbeda dengan beberapa negara Asia Timur seperti Cina dan Jepang, 

budaya hukum lebih memberikan pengaruh terhadap keberlakuan hukum sebagai 
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efektivitas hukum secara konkrit yang mencerminkan bagaimana budaya hukum 

dari suatu masyarakat. Sebagai suatu sistem, hukum dalam arti substansi tidak 

mempunyai pengaruh apa-apa atau tidak mernpunyai arti sama sekali tanpa 

adanya penegak hukum yang nenerapkannya, dan di pihak lain penegak hukum 

pun dalam menjalankan perannya untuk pelaksanaan penegakan hukum 

dipengaruhi oleh budaya hukum. Hal ini menunjukkan bahwa antara subsistem 

yang satu dengan subsistem yang Iainnya dalam rnekanismenya tidak dapat 

berdiri sendiri-sendiri tetapi merupakan satu kesatuan. 

 

L. Friedman (2001: 11) selanjutnya menguraikan tentang fungsi sistem hukum, 

yaitu: 

a. Fungsi kontrol sosial (social control), dimana semua hukum adalah berfungsi 

sebagai kontrol sosial dari pemerintah. 

b. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (dispute settlement) dan konflik 

(confliet) Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya 

berbentuk pertentangan lokal berskala kecil (mikro). Sebaliknya pertentangan-

pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik. 

c. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (redistributive function or 

social engineering function) Fungsi ini rnengarah pada penggunaan hukum 

untuk mengadikan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh 

pemerintah. 

d. Fungsi pemeliharaan sosial (social maintenance function). Fungsi ini berguna 

untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan 

mainnya (rule of the game). 

 

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah 

untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-

citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku 

manusia sesuai dengan bingkai (frame work) yang telah ditetapkan oleh suatu 

undang-undang atau hukum. 
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Sedangkan menurut Joseph Goldstein dalam Siswantoro Sunarso (2004: 84) 

penegakan hukum itu harus diartikan dalam tiga kerangka konsep, yaitu; pertama, 

penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement), yaitu ruang lingkup 

penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana 

substantif (substantive law of crime), yang menuntut agar semua nilal yang ada di 

belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali. Penegakan hukum 

pidana secara total ini tidak rnungkin dilakukan, sebab para penegak hukum 

dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-

aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan pemeriksaan. Di samping itu 

mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, 

misalnya dibutuhkannya aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada 

delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai Area of No 

Enforcernent. 

 

Setelah ruang lingkup penegakan hukurn yang bersifat total tersebut dikurangi 

Area of No Enforcement, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua, 

yaitu Full Enforcement, dimana para penegak hukum diharapkan menegakkan 

hukum secara rnaksimal. Tetapi harapan itu agak sulit untuk menjadi kenyataan, 

disebabkan adanya keterbatasan-keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi, 

dana, dan sebagainya, yang sernuanya ini mengakibatkan harus dilakukannya 

diskresi, sehingga yang tersisa adalah Actual Enforcement.  
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B. Faktor-faktor / Komponen Penegakan Hukum 

a. Faktor Penegak Hukum (Struktur Hukum) 

Faktor ini menunjukkan adanya kelembagaan yang mempunyal fungsi-fungsi 

tersendiri dan bergerak di dalam suatu mekanisme. Adapun faktor penegak hukum 

atau dapat pula disebut komponen struktur hukum, meliputi: 

1. Badan pembentuk undang-undang atau lembaga legislatif. 

2. Aparat penegak hukum dalarn arti sempit, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, 

Penasehat Hukum, dan Pengadilan. 

3. Aparat pelaksana pidana. 

 

Secara singkat dapat dikatakan bahwa faktor penegak hukum merupakan tempat 

kita menggantungkan harapan bagaimana suatu sistem hukum itu seharusnya 

bekerja (law in the books) dan bagaimana bekerjanya suatu sistern hukum dalam 

kenyataan (law in action). Di sini berlaku adegium yang berbunyi, “bahwa baik 

buruknya sesuatu tergantung kepada baik buruknya manusianya”. Dalam 

kerangka penegakan hukum pidana, hal ini mengandung makna bahwa baik 

buruknya penegakan hukum pidana tergantung kepada baik buruknya penegak 

hukum, jadi bukan tergantung kepada hukumnya. 

 

Tegasnya, walaupun hukumnya baik, tetapi jika para penegaknya (penegak hukum 

dalam arti sempit) tidak baik, maka penegakannya pun tidak akan baik, demikian 

pula sebaliknya. Adapun baik buruknya penegak hukum tergantung kepada nilai-

nilai yang diterima dan dipahaminya atau dapat dikatakan bahwa penegakan 

hukum yang baik harus bermula dari nilai yang baik. 
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b. Faktor Nilai / Budaya Hukum 

Faktor nilai rnerupakan sumber dari segala aktivitas dalarn penegakan hukum 

pidana. Jika nilainya baik, maka akan baik pula penegakan hukum pidana, 

demikian pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan betapa urgennya kedudukan nilai 

dalam mewujudkan penegakan hukum pidana yang baik. Faktor nilai akan 

mernbentuk pemahaman dan sikap para penegak hukurn dalam melaksanakan 

tugasnva menegakkan hukum pidana, baik mengenal bagaimana suatu sistem 

hukum itu seharusnya bekerja (law in the books) maupun tentang bagaimana 

bekerjanya suatu sistern hukum dalarn kenyataan (law in action). 

 

c. Faktor Substansi Hukum 

Faktor substansi hukum ini merupakan hasil aktual (output) yang sekaligus 

merupakan dasar bagi bekerjanya sistern hukum dalam kenyataan. Baik buruknya 

suatu substansi hukum tergantung kepada baik buruknya sikap para penegak 

hukum, sedangkan baik buruknya sikap para penegak hukum tergantung kepada 

baik buruknya nilai-nilai yang diterirna dan dipahami oleh para penegak hukum. 

Dengan dernikian, baik buruknya substansi hukum pada hakikatnya sangat 

ditentukan oleh baik buruknya nilai yang diterima dan dipahami oleh para 

penegak hukum. Jadi, sebagal hasil aktual dari bekerjanya sistem hukum, maka 

substansi hukum pada hakikatnya merupakan aktualisasi nilai-nilai yang diterima 

dan dipahami oleh para penegak hukum. 
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C. Pengertian Tindak Pidana 

 

Istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan 

perundang-undangan. Dalam tulisan-tulisan para pakar hukum, ada kalanya 

digunakan istilah delik untuk pengertian tindak pidana. Istilah delik berasal dari 

kata delict dalam bahasa Belanda, sementara itu ada yang menggunakan istilah 

perbuatan pidana untuk tindak pidana. Istilah perbuatan pidana diambil dari frasa 

criminal act dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda selain digunakan istilah 

delict, digunakan juga istilah strafbaar feit. Sementara itu, istilah yang digunakan 

dalam bahasa Inggris adalah crime atau offence. 

 

Tindak pidana dalam hukum pidana berbeda dengan perbuatan melawan hukum 

dalam hukum perdata. Untuk membedakan antara keduanya, yaitu antara tindak 

pidana dan perbuatan melawan hukum tidaklah mudah. Tindak pidana maupun 

perbuatan melawan hukum, keduanya adalah salah (wrong) dan masing-masing 

merupakan pelanggaran terhadap larangan hukum (commission) atau terhadap 

kewajiban hukum (omission). Apabila pelanggaran tersebut menimbulkan 

konsekuensi pidana yang dilekatkan pada pelanggaran itu, maka pelanggaran itu 

merupakan tindak pidana. Konsekuensi pidana yang dimaksud adalah berupa 

tuntutan secara pidana di muka pengadilan pidana dan dijatuhi sanksi pidana bila 

terbukti bersalah. 

 

Dalam sistem hukum Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau 

perilaku melanggar hukum pidana hanya apabila suatu ketentuan pidana yang 

telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini 
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berkenaan dengan berlakunya asas legalitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 

1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: 

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana 

dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah 

ada.” 

 

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut memberi jaminan bahwa seseorang 

tidak dapat dituntut berdasarkan undang-undang secara berlaku surut. Semangat 

Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut telah ditegaskan oleh Pasal 28-i ayat (1) Undang-

Undang Dasar 1945 dan dengan demikian memperoleh jaminan konstitusional. 

Adapun bunyi Pasal 28-i ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai 

berikut: 

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran 

dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk 

diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas 

dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat 

dikurangi dalam keadaan apapun.” 

 

 

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas 

legalitas itu dapat dijumpai pula sebagaimana tertulis pada Pasal 6 ayat (1) 

undang-undang tersebut yang berbunyi: 

“Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada 

yang ditentukan oleh undang-undang.” 

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang dimaksudkan dengan tindak pidana 

adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku itu 

dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang 
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dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang 

diwajibkan oleh ketentuan pidana. 

 

D. Tindak Pidana Terorisme 

 

Menurut R.V. Keeley, 2002 dalam buku Terorisme Mitos dan Konspirasi 

karangan Budi Gunawan (2006:1) menyebutkan terorisme berasal dari kata 

terrere atau terror (latin), yang artinya membuat rasa takut yang mencekam, 

keadaan yang menakutkan, kegentaran. Teror sebagai kata benda mengandung arti 

sebuah ketakutan yang amat sangat (extreme fear), kemampuan untuk 

menimbulkan ketakutan. Dalam bentuk kata kerja, terrorize (izing, ized) artinya 

mengancam atau memaksa dengan teror atau dengan ancaman teror (to intimidate 

or coerce by terror or by threats of terror).  

 

Istilah teror sebetulnya sudah ada sejak lama, yakni masa Imperium Romawi pada 

paruh abad pertama masehi yang saat itu diperintah oleh Tiberius dan Caligula, 

dimana mereka menggunakan intimidasi dan kekerasan untuk melanggengkan 

kekuasaan. Namun, istilah teror dan terorisme baru mulai popular digunakan pada 

Abad ke-18. Aksi teror dapat dilakukan oleh pihak lemah atau kuat. 

 

Teror adalah usaha untuk menciptakan ketakutan , kengerian, dan kekejaman oleh 

seorang anggota atau golongan, sedangkan orang yang menggunakan kekerasan 

untuk menimbulkan rasa takut biasanya untuk tujuan politik disebut teroris. Dan 

kegiatannya atau penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam 

usaha untuk mencapai tujuan disebut terorisme. 
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Istilah terorisme pada awalnya digunakan untuk menunjuk suatu musuh dari 

sengketa teritorial atau kultural melawan ideologi atau agama yang melakukan 

aksi kekerasan terhadap publik. Istilah Terorisme (Terrorism) dan Teroris 

(Terrorist) sekarang ini memiliki arti politis dan sering digunakan untuk 

mempolarisasikan efek “terorisme” y a n g  tadinya hanyalah istilah untuk 

kekerasan yang dilakukan oleh pihak musuh, dari sudut pandang orang yang 

diserang. Polarisasi itu terbentuk karena ada relativitas makna terorisme yang 

mana menurut William D. Purdue (1989), 

“the use word "terrorism" is one method of delegitimation  often use by 

side that has the military advantage”.  

Terjemahan bebas: "kata penggunaan "terorisme" adalah satu metoda  

delegitimation sering menggunakan dengan sisi yang mempunyai 

keuntungan militer".  

(http://en.wikipedia.org/wiki/Definitions_of_Terrorism).  

 

Negara yang terlibat dalam peperangan juga sering melakukan kekerasan 

terhadap penduduk sipil dan tidak diberi  label  sebagai  “teroris”.  Meski  

kemudian  muncul  istilah  State Terrorism, namun mayoritas masyarakat 

membedakan antara kekerasan yang dilakukan oleh negara dengan terorisme 

hanyalah sebatas bahwa aksi terorisme dilakukan secara acak, tidak kenal 

kompromi, korban bisa saja militer atau sipil, pria, wanita, tua, muda bahkan 

anak-anak, kaya, miskin, siapapun dapat diserang. 

 

Kebanyakan  dari  definisi  terorisme  yang  ada  menjelaskan  empat  macam 

kriteria antara  lain, target,  tujuan,  motivasi  dan  legitimasi  dari  aksi  

file:///H:/skrpisi%20gw!!!!!!/BAB%201-3/(http:/en.wikipedia.org/wiki/Definitions_of_Terror
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terorisme tersebut.  Pada bulan November 2004, Panel PBB mendefinisikan 

Terorisme sebagai:  

“Any action intended to cause death or serious bodily harm to civilians, 

non-combatans when the purpose of such act by is nature or context, is to 

intimidate  a  population  or  compel  a  government  or  international 

organization to do or to abstain from doing any act.” 

(Terjemahan  bebas:  Segala  aksi  yang  dilakukan  untuk  menyebabkan 

kematian atau kerusakan tubuh yang serius bagi para penduduk sipil, non 

kombatan  dimana  tujuan  dari  aksi  tersebut  berdasarkan  konteksnya 

adalah untuk mengintimidasi suatu populasi atau memaksa pemerintah 

atau  organisasi  internasional  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan 

sesuatu). (http://en.wikipedia.org/wiki/Definitions_of_Terrorism).  

 

 

Kecenderungan terjadinya terorisme adalah akibat dari tekanan sosial atau tekanan 

lain yang berkaitan dengan berbagai kepentingan dan tindakan. Terorisme juga 

diakibatkan adanya bentuk-bentuk penyimpangan-penyimpangan perilaku dari 

para pelakunya. Teroris telah memporak porandakan kepastian hidup sehari-hari. 

Teroris memproduksi ketakutan, mengobarkan kecemasan, mematikan kreatifitas 

dan nilai-nilai yang memanusiawikan manusia. Teroris tidak mendadak, tidak 

terjadi dalam sehari, pelaku terorisme tidak bodoh, melainkan disiplin, teguh, jitu 

dalam sasaran. Mereka terlatih dan bermotivasi tinggi. Mereka selalu bekerja 

dalam jaringan, kelompok, tim, pasukan, atau lainnya dan kerjanya sangat rapih. 

 

Terorisme bukan wacana melainkan gerakan, bukan sekedar menyebar ketakutan, 

tetapi juga meluluhlantakkan peradaban. Terorisme is an action, bukan hanya 

paham. Setiap aksi memiliki motivasi, kompensasi, perjuangan, dan filosofi 

tindakan. Motivasi terorisme yang dahsyat yakni “in The Name of Religion” atau 

“Demi Agama Allah”. Tidak ada motivasi lain yang lebih indah dari “hidup dan 

(http:/en.wikipedia.org/wiki/Definitions_of_Terror
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mati untuk agama”. Kompensasi perjuangan langsung berkaitan dengan pahala 

surga atau kematian sendiri (seandainya dia pun harus mati) dikamuflasekan 

dengan kenikmatan yang tiada tara di Surga. Dengan demikian tidak ada ruang 

kebimbangan atau kesangsian untuk menjalankan tugas kematian. Perbuatan teror 

biasanya digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk 

melaksanakan kehendak”Nya”.  

 

Terorisme di Indonesia dilatarbelakangi oleh politik, agama, pemisahan diri dari 

NKRI, kriminal biasa, yang dilakukan oleh orang sakit hati atau balas dendam 

terhadap orang atau sekelompok orang. Terorisme biasanya digunakan sebagai 

senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu, serta 

menciptakan ketidak percayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan 

memaksa masyarakat atau kelompok orang tertentu untuk mentaati kehendak 

pelaku teror.  

 

Terorisme tidak ditujukan langsung kepada lawan, akan tetapi perbuatan teror 

dilakukan dimana saja dan terhadap siapa saja. Dan yang lebih utama, maksud 

yang ingin disampaikan oleh pelaku teror adalah agar perbuatan teror tersebut 

mendapat perhatian yang khusus.  

 

Peristiwa Bom Bali tahun 2002 menjadi pemicu bagi keluarnya Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2003 yang 

kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pengaturan pasal 25 Undang-Undang 

Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berbunyi:  
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“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam 

perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang 

berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang ini.” 

Pengertian tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 

2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Bab I Ketentuan Umum, 

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana 

Terorisme yaitu: 

“Segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai 

 dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. 

Mengenai perbuatan apa saja yang dikategorikan ke dalam Tindak Pidana 

Terorisme, diatur dalam ketentuan pada Bab III (Tindak Pidana Terorisme), Pasal 

6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme yaitu: 

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman 

 kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang 

 secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara 

 merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang 

 lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek 

 vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau 

 fasilitas internasional”. 

 

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme 

yaitu: 

 “Setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman 

 kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut 

 terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat 

 massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa 

 dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran 
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 terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau 

 fasilitas publik atau fasilitas internasional”. 

 

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme 

yaitu: 

 “Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang 

 sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang: 

a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan 

untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk 

pengamanan bangunan tersebut;  

b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya 

bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha 

untuk pengamanan bangunan tersebut;  

c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, 

mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan 

penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, 

atau memasang tanda atau alat yang keliru;  

d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan 

penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan 

terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang 

keliru;  

e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat 

tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian 

kepunyaan orang lain;  

f. dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, 

membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;  

g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak 

dapat dipakai, atau rusak;  

h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan 

kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau 

membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang 

dipertanggungkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungkan 

muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan 

muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima 

uang tanggungan;  
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i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, 

merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat 

udara dalam penerbangan;  

j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau 

ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan 

perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam 

penerbangan;  

k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, 

dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka 

berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara 

sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan 

maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas 

kemerdekaan seseorang;  

l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan 

terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika 

perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara 

tersebut;  

m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam 

dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang 

menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan 

penerbangan;  

n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan 

ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara 

apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara 

yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan 

pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam 

penerbangan;  

o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai 

kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan 

lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari 

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;  

p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena 

perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam 

penerbangan;  

q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat 

membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;  

r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat 

mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam 

penerbangan”.   
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Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yaitu: 

 “Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, 

 membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba 

 menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau 

 mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, 

 mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu 

 senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya 

 yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana 

 terorisme”. 

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yaitu: 

 “Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana 

 dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan 

 senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau 

 komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut 

 terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, 

 membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, 

 keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap 

 obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau 

 fasilitas internasional” 

 

Pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yaitu: 

 “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 

 paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja 

 menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan 

 atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk 

 melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10”. 

 

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yaitu: 

 “Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana 

 penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 

 tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau 

 mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut 

 diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk 

 melakukan : 

a. tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, 

menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, 

senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, 
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radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat 

mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan 

kerusakan harta benda;  

b. mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata 

biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya ;  

c. penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata 

kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau 

komponennya;  

d. meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, 

mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau 

ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;  

e. mengancam :  

1) menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, 

radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk 

menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta 

benda; atau 

2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b 

dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi 

internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu. 

f. mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b, atau huruf c; dan  

g. ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a sampai dengan huruf f”.  

 

Definisi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang 

menjadi ciri dari suatu Tindak Pidana Terorisme adalah: 

1. Adanya rencana untuk melaksanakan tindakan tersebut.  

2. Dilakukan oleh suatu kelompok tertentu.  

3. Menggunakan kekerasan.  

4. Mengambil korban dari masyarakat sipil, dengan maksud mengintimidasi 

pemerintah.  

5. Dilakukan untuk mencapai pemenuhan atas tujuan tertentu dari pelaku, 

yang dapat berupa motif sosial, politik ataupun agama. 
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme 

adalah setiap tindakan dari seseorang yang dengan sengaja menggunakan 

kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa 

takut terhadap publik secara luas. Tindakan dengan cara merampas kemerdekaan 

orang lain atau menghancurkan obyek-obyek vital yang strategis atau fasilitas 

publik atau internasional tersebut, bahkan dapat menimbulkan korban bersifat 

massal.   

 

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang pelakunya dapat 

diproses secara hukum positif bahkan hukum internasional. Terorisme biasanya 

mempunyai organisasi yang rapi, fanatisme, dan militansi yang tinggi dari 

anggotanya. Terorisme mempunyai tujuan tertentu, dilakukan penuh dengan 

kerahasiaan dan terselubung. 

 

Bentuk tindak pidana terorisme yang dipandang populer belakangan ini adalah 

pengeboman. Kaum teroris juga masih sering menggunakan tindakan teror seperti 

pembunuhan, penculikan, serangan bersenjata, pembajakan dan penyanderaan, 

serta penggunaan senjata pemusnah massal (kimia, biologi, radioaktif, nuklir). 

Itulah sebabnya sasaran teror tidak hanya merugikan individu, melainkan juga 

organisasi, komunitas tertentu, bahkan negara. 

 

Tindakan teror juga dapat dimasukkan sebagai alat perjuangan mencapai tujuan 

ideologi dan politik. Bahkan ada juga yang diarahkan sekedar menciptakan 

suasana yang menakutkan sehingga menimbulkan meluasnya keresahan 

dikalangan masyarakat. Sebagai contoh, meluasnya ancaman teror bom di 
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berbagai kota di Indonesia selama ini meski sering kali tidak sampai terbukti 

meledak tetapi cukup berhasil menciptakan keresahan.  

 

 

E. Detasemen Khusus 88 Anti Teror 

 

Kapolri menerbitkan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003 

menandai terbentuknya Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri, disingkat Densus 

88 AT Polri. Keberadaan Skep Kapolri tersebut merupakan tindaklanjut dari 

diterbitkannya UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme atau yang biasa disebut dengan UU Anti Terorisme, yang mempertegas 

kewenangan Polri sebagai unsur utama dalam pemberantasan tindak pidana 

terorisme.  

 

Sebelum Densus 88 AT Polri berdiri, Polri telah memiliki organisasi anti teror 

yang merupakan bagian dari Brimob Polri, yakni Detasemen C Gegana, akan 

tetapi keberadaan Detasemen C tersebut dianggap kurang memadai untuk dapat 

merespon berbagai tindakan dan ancaman dari organisasi teroris pasca 9 

September 2001 di Amerika Serikat.  

 

Faktor lain yang mendorong dibentuknya Densus ini adalah akibat pelanggaran 

HAM yang dilakukan TNI di masa lalu. Sejak tahun 1994, TNI terkena embargo 

senjata dan pendidikan oleh negara-negara barat. Hal ini menyebabkan TNI 

kesulitan mengembangkan kemampuan tempurnya, khususnya dalam menghadapi 

ancaman terror. Sehingga berbagai bantuan dan dukungan, baik persenjataan, 

pelatihan hingga pendanaan pasukan anti terror dari negara-negara Barat 

dikembangkan di Polri, sebut saja misalnya Amerika Serikat, yang banyak 
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kehilangan warganya akibat serangan teroris pada peristiwa 9 September 2001, 

Australia, yang juga banyak kehilangan warganya pada Peristiwa Bom Bali I dan 

II, serta Kedutaan Besarnya di Indonesia menjadi sasaran peledakan bom 

mematikan dari jaringan terorisme di Indonesia, serta Negara Uni Eropa lainnya.  

 

Peristiwa 9 September 2001 telah mengubah paradigma aparat penegak hukum di 

Indonesia dalam memberantas terorisme. Ini tercermin dari terkonsolidasi, dan 

terfokusnya pola pengembangan organisasi yang khusus dalam memberantas 

gerakan terorisme dalam berbagai varian dan jenis, dari mulai yang bernuansa 

separatisme hingga pada kelompok pembuat teror dalam konflik komunal. 

 

Momentum kampanye global perang terhadap terorisme menjadi titik balik bagi 

penguatan dan pembangunan institusi anti teror yang mapan, handal dan 

profesional. Dan penguatan institusi anti teror tersebut pada akhirnya dilakukan di 

lembaga Kepolisian, hal ini selain sebagai strategi untuk meraih dukungan dan 

bantuan dari negara-negara barat, juga untuk tetap mengucurkan bantuan untuk 

membangun institusi anti teror, setelah pemberlakuan embargo militer terhadap 

Indonesia.  

 

Ketika menguat kampanye perang global terhadap terorisme, Pemerintah 

Indonesia meresponnya dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 

Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian dipertegas dengan 

diterbitkanya paket kebijakan nasional terhadap pemberantasan terorisme dalam 

bentuk Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002. 
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Sebagai respon dari Inpres dan kemudian Perpu tersebut, Kementerian 

Koordinator Politik dan Keamanan membentuk Desk Kordinasi Pemberantasan 

Terorisme yang langsung berada dibawah kordinasi Menteri Kordinasi Politik dan 

Keamanan. Desk tersebut memiliki legitimasi dengan adanya Surat Keputusan 

(Skep) Menko Polkam yang saat itu dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono 

dengan Nomor Kep. 26/Menko/Polkam/11/2002.  

 

Dalam Desk Kordinasi Pemberantasan Terorisme, kesatuan Anti Teror Polri, yang 

lebih dikenal dengan Detasemen C Resimen IV Gegana, Brimob Polri bergabung 

dengan tiga organisasi anti teror angkatan dan intelijen. Dalam perjalanannya, 

institiusi anti teror tersebut kemudian melebur menjadi Satuan Tugas Antiteror 

dibawah kordinasi Departemen Pertahanan. Akan tetapi, lagi-lagi inisiatif yang 

dilakukan oleh Matori Abdul Djalil, Menteri Pertahanan, berantakan. Karena 

masing-masing kesatuan anti teror tersebut lebih nyaman berinduk kepada 

organisasi yang membawahinya.  

 

Praktik Satgas Anti Teror tersebut tidak efektif berjalan, selain karena eskalasi 

ancaman teror sejak Bom Bali I juga konflik komunal yang memaksa masing-

masing kesatuan anti teror akhirnya berjalan sendiri-sendiri. Akan tetapi, eskalasi 

teror yang begitu cepat memaksa Polri untuk mengkhususkan permasalahan anti 

teror pada satuan tugas khusus, dan akhirnya dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) 

Bom Polri yang tugas pertamanya adalah mengusut kasus Bom Natal tahun 2001 

dilanjutkan dengan tugas-tugas terkait ancaman bom lainnya.  

 

Satgas Bom Polri ini menjadi begitu dikenal publik setelah menangani beberapa 

kasus peledakan bom yang terkait dengan kalangan luar negeri, sebut saja 
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misalnya Bom Bali I, Bom Bali II, Bom Marriot, dan Bom Kedubes Australia. 

Satgas ini berada dibawah Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, 

dan dipimpin oleh perwira polisi bintang satu. Kepala Satgas Bom Polri yang 

pertama adalah Brigadir Polisi Gories Mere, dan kemudian digantikan oleh 

Brigjen Polisi Bekto Suprapto, dan yang ketiga adalah Brigjen Polisi Surya 

Dharma Salim Nasution. Bekto dan Surya Dharma berturut-turut menjabat 

sebagai Komandan Densus 88 AT yang pertama dan kedua. 

 

Disamping ada satuan anti teror Gegana Brimob Polri dan Satgas Bom Polri, Polri 

juga memiliki organisasi sejenis dengan nama Direktorat VI Anti Teror di bawah 

Bareskrim Mabes Polri. Keberadaan Direktorat VI Anti Teror ini bertumpuk dan 

memiliki fungsi dan tugas yang sama sebagaimana yang diemban oleh Satgas 

Bom Polri, disamping itu dinamika yang sangat cepat karena ancaman dan teror, 

Mabes Polri akhirnya melakukan reorganisasi terhadap Direktorat VI Anti Teror. 

 

Secara resmi Kapolri Jenderal Da’I Bachtiar, menerbitkan Skep Kapolri No. 

30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003 menandai terbentuknya Detasemen Khusus 

88 Anti Teror Polri, disingkat Densus 88 AT Polri. Keberadaan Skep Kapolri 

tersebut merupakan tindaklanjut dari diterbitkannya UU No. 15 Tahun 2003 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau yang biasa disebut dengan 

UU Anti Terorisme, yang mempertegas kewenangan Polri sebagai unsur utama 

dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, sedangkan TNI dan BIN menjadi 

unsur pendukung saja dari pemberantasan tindak pidana terorisme. 

  

Kondisi tersebut sesungguhnya sejalan dengan Inpres dan Perpu yang diterbitkan 

pemerintah sebelum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini 
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disahkan menjadi undang-undang. Ada tiga alasan mengapa akhirnya Polri 

diberikan kewenangan utama dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, 

yakni:  

Pertama, pemberian kewenangan utama pemberantasan tindak pidana terorisme 

merupakan strategi pemerintah untuk dapat berpartisipasi dalam perang global 

melawan terorisme, yang salah satunya adalah mendorong penguatan kesatuan 

khusus anti terorisme yang handal dan profesional, dengan dukungan peralatan 

yang canggih dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.  

 

Pembentukan Densus 88 AT Polri ini menghabiskan dana lebih dari Rp. 15 

Milyar, termasuk penyediaan senjata, peralatan intai, alat angkut pasukan, 

operasional, dan pelatihan, yang merupakan bantuan dari negara-negara barat 

khususnya Amerika Serikat dan Australia. Ketika Densus 88 AT Polri terbentuk, 

TNI masih diembargo persenjataan dan pendidikan militernya oleh negara-negara 

barat, khususnya Amerika Serikat. Sehingga salah satu strategi untuk mendirikan 

kesatuan anti teror tanpa terjegal masa lalu TNI adalah dengan 

mengembangkannya di kepolisian. 

 

Kedua, kejahatan terorisme merupakan tindak pidana yang bersifat khas, lintas 

negara (borderless) dan melibatkan banyak faktor yang berkembang di 

masyarakat. Terkait dengan itu terorisme dalam konteks Indonesia dianggap 

sebagai domain kriminal, karena cita-cita separatisme sebagaimana konteks 

terorisme dulu tidak lagi menjadi yang utama, tapi mengedepankan aksi teror 

yang mengganggu keamanan dan ketertiban, serta mengancam keselamatan jiwa 

dari masyarakat. 



40 

 

 

Ketiga, menghindari sikap resistensi masyarakat dan internasional perihal 

pemberantasan terorisme jika dilakukan oleh TNI dan intelijen. Sebagaimana 

diketahui sejak Soeharto dan rejimnya tumbang, TNI dan lembaga intelijen 

dituding sebagai institusi yang mem-back up kekuasaan Soeharto. Sehingga 

pilihan mengembangkan kesatuan anti teror yang profesional akhirnya berada di 

Kepolisian, dengan menitikberatkan pada penegakan hukum, pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya Keamanan 

Dalam Negeri (Kamdagri), sebagaimana yang ditegaskan dalam UU No. 2 Tahun 

2002 Tentang Polri, khususnya Pasal 2,4, dan 5. Yang berbunyi: 

Pasal 2: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai 

negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.  

Pasal 4:  Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara 

ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 5:  Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis 

masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses 

pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional 

yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya 

hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung 

kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan 

masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala 

bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya 

yang dapat meresahkan masyarakat.  

 

 

Dengan alasan tersebut di atas, keberadaan Densus 88 AT Polri harus menjadi 

kesatuan profesional yang mampu menjalankan perannya dengan baik sesuai 

dengan tugas dan fungsinya, sebagaimana ditegaskan pada awal pembentukan. 

Bila merujuk pada Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 30 Juni 2003, maka 

tugas dan fungsi dari Densus 88 AT Polri secara spesifik adalah untuk 

menanggulangi meningkatnya kejahatan terorisme di Indonesia, khususnya aksi 
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teror dengan modus peledakan bom. Dengan penegasan ini berarti Densus 88 AT 

Polri adalah unit pelaksana tugas penanggulangan terror dalam negeri, 

sebagaimana tertuang dalam UU Anti Terorisme. 

 

Secara organisasional Densus 88 AT berada di Mabes Polri dan Polda, untuk yang 

di Mabes Polri berada di bawah Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes 

Polri yang dipimpin oleh Kepala Densus 88 AT Polri dengan pangkat Brigadir 

Jenderal Polisi, pada tingkat kepolisian daerah, Densus 88 AT Polri berada di di 

bawah Direktorat Serse (Ditserse) dipimpin oleh perwira menengah polisi, 

tergantung tipe Poldanya, untuk Polda Tipe A, Densus 88 AT dipimpin oleh 

perwira menengah berpangkat Komisaris Besar Polisi, sedangkan di Polda Tipe B 

dan Persiapan, dipimpin oleh perwira menengah berpangkat Ajun Komisaris 

Besar Polisi.  

 

Pada tingkat Mabes Polri, Kepala Densus 88 AT baru terjadi dua kali pergantian 

pimpinan, yakni yang pertama Brigjen Polisi Bekto Suprapto, yang dipindah 

menjadi Kapolda Sulawesi Utara, yang digantikan oleh Brigjen Polisi Surya 

Dharma Salim Nasution, mantan Direktur I Bidang Keamanan dan Transnasional 

Bareskrim Mabes Polri. 

 

Struktur organisasi dari Densus 88 AT Polri memiliki empat pilar pendukung 

operasional setingkat sub-detasemen (Subden), Di bawah Subden terdapat unit-

unit yang menjadi pondasi pendukung bagi operasional Densus 88 AT Polri, 

yakni:  
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1. Subden Intelijen  

pada Subden Intelijen terdapat unit- unit pendukung yaitu:  

a. Unit Analisa,  

b. Unit Deteksi,  

c. Unit Kontra Intelijen,  

2. Subden Penindakan 

pada Subden Penindakan terdapat unit-unit pendukung yaitu: 

a. Unit Negoisasi,  

b. Unit Pendahulu,  

c. Unit Penetrasi, dan  

d. Unit Jihandak.  

3. Subden Investigasi 

pada Subden Investigasi terdapat unit- unit pendukung yakni: 

a. Unit Olah TKP,  

b. Unit Riksa, dan  

c. Unit Bantuan Teknis,  

4. Subden Perbantuan 

pada Subden Bantuan terdapat unit-unit pendukung yakni:  

a. Unit Bantuan Operasional, dan  

b. Unit Bantuan Administrasi. 

 

Anggota dan personil Densus 88 AT Polri sedapat mungkin belum pernah 

ditugaskan di Aceh, Papua, maupun Timor-Timur yang dinilai banyak melakukan 

pelanggaran HAM. Hal itu adalah salah satu prasyarat dari rekrutmen bagi 

Anggota dan personil Densus 88 yang dimintakan oleh negara pemberi bantuan 
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dana untuk pengembangan dan pembentukan kesatuan khusus anti teror ini. Akan 

tetapi agak sulit untuk merealisasikan persyaratan tersebut, apalagi banyak dari 

personil Densus 88 AT Polri berasal dari Brimob Polri, kesatuan khusus yang 

memiliki kualifikasi tempur. Sehingga permintaan tersebut dipermudah dengan 

pola pendekatan ketrampilan yang layak sebagai anggota kesatuan khusus.  

Selain dari unsur Brimob, khususnya dari Gegana, unsur lain yang menjadi pilar 

pendukung Densus 88 AT adalah dari Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) 

Polri dan Bareskrim. Disamping tiga pilar pendukung operasional tersebut, 

rekrutmen personil Densus 88 AT Polri juga dapat berasal dari Akademi 

Kepolisian, Sekolah Polwan, serta unsur sekolah kekhususan yang ada di 

lingkungan Polri. 

 

Saat ini personil Densus 88 AT Polri di tingkat pusat tak lebih dari 400 orang 

dengan kualifikasi anti teror terbaik. Sedangkan di tingkat Polda, personil Densus 

88 AT Polri berkisar antara 50 hingga 75 personil. Sebelum direkrut dan menjadi 

bagian dari Densus 88 AT Polri, para anggota Polri tersebut terlebih dahulu dilatih 

di Pusat Pendidikan (Pusdik) Reserse Polri di kawasan Megamendung, Puncak, 

Jawa Barat, serta Pusat Pendidikan Anti Teror Nasional (Platina), Kompleks 

Akademi Kepolisian, Semarang. Para pengajarnya, selain internal Polri, juga 

berasal dari instruktur CIA, FBI, National Service-nya Australia, dan jaringan 

organisasi intelijen barat lainnya. Selain diajari berbagai teori dan metodologinya, 

kedua pusat pendidikan tersebut juga difasilitasi oleh simulator dan pendukung 

lainnya. 
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Dukungan persenjataan dan peralatan pendukung lainnya dapat dikatakan sangat 

canggih, misalnya senapan serbu jenis Colt M4 5.56 mm dan yang terbaru jenis 

Steyr-AUG, atau senapan penembak jitu, Armalite AR-10, Shotgun model 

Remington 870 yang ringan dan sangat handal buatan Amerika Serikat. Selain 

persenjataan, setiap personil Densus 88 AT Polri dilengkapi dengan peralatan 

personal maupun tim; alat komunikasi personal, Global Positioning System 

(GPS), kamera pengintai malam, alat penyadap dan perekam mikro, pesawat 

interceptor, mesin pengacak sinyal, dan lain-lain. 

 

Untuk mendukung keberhasilan operasional, Densus 88 AT Polri juga bekerja 

sama dengan operator telepon seluler, dan internet untuk mendeteksi setiap 

pergerakan kelompok terorisme dalam berkomunikasi. Sementara untuk unit 

penjinak bom juga diperlengkapi dengan peralatan pendukung, semisal pendeteksi 

logam terbaru, sarung tangan dan masker khusus, rompi dan sepatu anti ranjau 

darat, serta kendaraan taktis peredam bom.  Sempat juga diisukan Densus 88 AT 

Polri memiliki pesawat Hercules seri C-130 sendiri untuk mempermudah 

mobilisasi personil, tapi isu tersebut sulit dibuktikan, karena faktanya Mabes Polri 

telah membentuk Densus 88 AT Polri di tingkat Polda, ini berarti juga menjawab 

jika isu tersebut tidak sepenuhnya benar. 

 

Dengan mengacu pada uraian tersebut diatas, maka tak heran apabila Densus 88 

AT Polri diharapkan oleh internal Polri dan pemerintah Indonesia untuk menjadi 

kesatuan anti teror yang handal dan profesional.  Sejak tahun 2003, Densus 88 AT 

Polri telah berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, 

sebagaimana amanat UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri, dan UU Anti 
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Terorisme. Dua bulan setelah kesatuan ini terbentuk, langsung dihadapi dengan 

terjadinya serangan bom mobil di Hotel J.W. Marriot, yang merupakan hotel milik 

jaringan Amerika Serikat, 13 orang tewas dalam kejadian itu. Dalam hitungan 

minggu, jaringan pengebom hotel mewah tersebut dapat dibongkar, dan 

ditangkap. 

 

Peran yang melekat pada Densus 88 AT Polri ini sesungguhnya mempertegas 

komitmen Polri, dan pemerintah Indonesia dalam berperan aktif dalam perang 

global melawan terorisme. Sepanjang empat tahun sejak terbentuknya, peran dan 

fungsi Densus 88 AT Polri, tidak saja mengharumkan nama kepolisian, tapi juga 

negara di dunia internasional.  

 

Dengan memperluas keorganisasian Densus 88 AT Polri hingga ketingkat daerah 

menjadi penegas bahwa komitmen Polri dalam memberantas tindak pidana 

terorisme tidak main-main. Bahkan dalam perjalanannya, Densus juga tidak hanya 

terfokus pada identifikasi dan pengejaran aksi teror dan bom, tapi juga membantu 

unit lain di Polri dalam menindak pelaku kejahatan lainnya seperti Illegal 

Logging, narkotika dan lain sebagainya. Bahkan tak jarang Densus 88 AT Polri 

membantu identifikasi permasalahan kewilayahan sebagaimana yang pernah 

terjadi pada kasus pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) pada 

acara kenegaraan di Maluku.  

 

Meski terfokus pada pemberantasan tindak pidana terorisme, sesungguhnya 

Densus 88 AT Polri juga memiliki tiga peran dan fungsi yang melekat lainnya 

yakni:  
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Pertama, karena Densus 88 AT Polri berada di Bareskrim Mabes Polri, dan 

Ditserse Polda, maka personil Densus 88 AT juga merupakan personil dengan 

kualifikasi seorang reserse yang handal. Sehingga tak heran apabila setiap 

aktivitas yang melibatkan Bareskrim dan Ditserse, hampir selalu menyertakan 

personil Densus 88 AT Polri di lapangan, khususnya terkait dengan kejahatan 

khusus, seperti; narkoba, pembalakan liar, pencurian ikan, dan lain-lain. Salah 

satu contohnya adalah kasus pembalakan liar di Riau dan Kalimantan Barat yang 

diduga melibatkan perwira polisi, Densus 88 AT Polri bersama dengan Brimob 

Polda melakukan perbantuan kepada Bareskrim Mabes Polri dan Ditserse Polda. 

 

Kedua, seorang personil Densus 88 AT Polri juga merupakan seorang anggota 

Polri yang memiliki kualifikasi sebagai seorang anggota intelijen keamanan, 

dalam melakukan pendeteksian, analisis, dan melakukan kontra intelijen. Dalam 

beberapa kasus keterlibatan anggota Densus 88 AT dalam kerja-kerja intelijen 

kepolisian juga secara aktif mampu meningkatkan kinerja dari Mabes Polri 

ataupun Polda setempat, sebagaimana yang dilakukan Polda-Polda yang 

wilayahnya melakukan Pilkada dan rawan konflik lainnya. 

 

Ketiga, seorang personil Densun 88 AT Polri juga adalah seorang negoisator yang 

baik. Seorang negoisator dibutuhkan tidak hanya oleh Densus 88 AT tapi juga 

oleh organisasi kepolisian secara umum. Artinya seorang negoisator dibutuhkan 

untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa yang lebih besar, semisal kasus 

penyanderaan oleh anggota terorisme, ataupun mengupayakan berbagai langkah 

agar prosesnya meminimalisasi resiko, dengan tetap menegakkan hukum, sebagai 

pilar utama tugas kepolisian secara umum. 
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Negoisasi sangat pelik sempat dilakukan saat mengepung tempat persembunyian 

Dr. Azahari dan Noordin M.Top. Meski keduanya tidak dapat ditangkap, karena 

Dr. Azahari memilih meledakkan diri dan Noordin M.Top berhasil lolos, namun 

prosedur dan langkah yang dilakukan oleh negoisator dari Densus 88 AT Polri 

relatif berhasil, karena tidak sampai melukai ataupun berdampak negatif pada 

masyarakat sekitarnya. 


